ASPEK—ASPEK RELIGIOUS DALAM}'
o " UU POKOK AGRARIA &

(Mengenang a8 ‘tahun herlakunya UUPA
Dleh’ Drs.‘H. Suparman Usman,

: I PENDAHULUAN

Tanggal 24 September

V4'Undang Pokok Agrarla (UIA),

‘nf:tanggal 24 Septembersf1960;
. Pada saat ini Pemerintah se
. 'dang menggalakkan*‘pelaksa—
. naan UUPA" tersebut:“”
\;frangka mencapal
dan keadllan bagl

-nah sefala maks1ma1
dengan undang tersebut

tuk dibahas: satu. aspek ‘yang
. sangat’ pentlng yang
pat di-dalamnya, yaltu as=
SO pek-aspek: Rellglous . Dalam
.'ﬁ;" UUPA. Mudah-mudahan - dapat
e lebih menlngkatkan kesadar—

. undang- undang ersebut

"‘11 DASAR NEGARA KETUHANAN

1988 adalah harl ulang taéfefLV*
hun ke 28 berlakunya Undang. . X ‘
" akan menyadari, bahwa —3

S yaitu. undang- —undang: Nomor 5

tahun- 1960 ‘yang. d1undangkanutv_
"”xta—mata sebagal hasil’ usa-

“hanya saJa Namun pada ha

5peroleh

S dalam Lembaran Negara meorn;;
7. 104 dan mu1a1 berlakur pada»

dalam’
kemakmuranﬁ\
: . segenap .
'bangsa Indone51a me1a1u1 pe -
‘ ndtaan dan pemanfaatan ta-
sesualfg;

v \[Kuasa,‘sebagalmana : S
" butkan dalam alinea. ketlga.; *5‘

o Sehubungan dengan 1tu,¢?Q*panbukaan UUD 1945

'maka’ dalam rangka - manper1—]i~
ngat1 berlakunya undang -un- -

dang itu, tampak menarlk un!f’:
» ,xaan adalah berkat

terda—['

YANG MAHA ESA

Pada pr1n31pnya~,aée4\;ﬂe‘:e
iap’ orang yang - beragama,j

iap: keberha511an yang
tidak hanya sena-x

klkatnya keberhasilan - 1tuj

::d1capa1 berkat Tuhan Yang} Sy
~Maha Esa. ‘Demikian ' juga
,bangsa Indone51a,,
.sangat: menyadarl bahwa : ke-
- merdekaan yang - dlperoleh—%%,‘
.nya‘pada tanggal 17 Agus- -
o tus 1945, adalah juga ber- =~ -
~'kat Rahmat: Allah Yang Maha =

mereka}ﬁ“f_V

dlse—wf,;dT

‘Kalau setlap keber—‘“

'fhasxlan termasuk kanerde—7=3'e‘

Rahmat%’._ i

yiDosen,Tetap pada
Syari'ah IAIN "SUNAN GUNUNG .-
'DJATI" SERANG dan pada Fa
“kultas Hukum
.T1rtayasa Banten

an kita dalam melaksanakanv

*)Panbantu Dekan 'L//
Fhkultéé7w

Unlver51tas




T I T I I MR L

kf}Allah Yang Mbha Kuasa,,
&‘tentu kelanJutan penggunaan{"
s f‘keberha511an atau penggunaan”‘
. kemerdekaan itu sendiri  ha-
"_zrus sejalan- dengan dan t1dak'
- boleh bertentangan dengan keﬂ‘
- hendak dan aturan Allah Yang

o

makas

' Maha Kuasa. Dem1k1an ;halnya‘

- bangsa. Indonesia. yang
,f?}nenyatakan bahwa‘"Negara ber.
- dasar atas :Ketuhanan

;‘j  penegasan pasal, tersebut - d1;“
- . atas, bangsa Indonesia- neng—:_

* ' inginkan bahwa setiap produk
*g‘[perundang undangan untuk merf
~'ngelola negara ‘ini-harus se-
“rsuai dengan yang telah dlga— 

~Maha Kuasa. yang:
;kenerdekaan tersebut

,,f/”sebut hanya mungkln
berikut; .
1. Dalam Negara RI: t1dak bo- f 
~leh’ terjadl atau berlaku se-
_suatu yang ‘bertentangan de-
 ngan kaidah-kaidah Islam ba-
gl umat. Islan, atau yang ber
. tentangan dengan-
" idah.agama Nasrani bag1 unat
, ‘fNasran1, atau yang
: *tangan dengan
“‘agama Hindu-Bali ‘bagi- orang—”
~orang Hindu-Bali atau -

‘~ laan agama Budha bagl orang~

S Yang-
-~ Maha Esa" (pasa1H29 ‘ayat {I
. UUD-1945) . Tentunya ,‘dengan;p_w

riskan oleh Allah, Tuhan Yang
nemberkatl,

- Sehubungan’ dengan ké—

,;'tentuan pasal 29 (l)UUD 1945
. Prof.Dr.Hazairin SH,
1 r1kan komentar antara

nmmbe—;

.maka- tafs1ran ayat ' ter-.

kaldah ka-‘

berten—

.yang

bertentangan dengan kesusi—

i

7“,orang Budha.*}'f  ‘
,”2 Negara RI- Wa]lb menJa-f;j(?w
r;jlankan syari'at Islam ba-,g G
'gi orang” Islmn, e
'Nasranl bagl orang Nasra—j ", 
Hindu- " .-
- Bali bagi, orang H1ndu—Ba— AT
nﬁnjalankan W
‘memer~- -
lukan perantaraan kekuasaﬁ“_
*{'an Negara (Hazalrln 1973 o

telahv‘f\"

'“ura1an tersebut: SRR
‘maka setlap produk hukwnukw,%n
dan perundang -undangan ha § }f,

“'lain -

sebaga1};

‘aidah- ka1dah,j

Ty NQ e AI AV [ATOO

n1, dan syar1 'at
11, sekedarj

'syari'at tersebut

18- 19)

.rus tetap memperhatlkan
dasar Ketuhanan Yang Maha
“Esa 1n1

.
“hului dengan kata-kata :

"Dengan Rahmat Tuhan’ Yahgw B

““Maha Esa". Dalam" pasal

rayat:l Undang Undang Nnnrf‘_x,*
14 Tahun 1970 tentang Ke- -~
Kekuasaan = | '

tentuan Pokok
Kehak1man dlsebutkan bah- "
"Peradllan

undang tersebut

kan bahwa "Hakim ' . ,

hanya bertanggung jawab ke '

-pada Hukum,"’ ‘kepada .

sendiri,dan kepada

yat tetap1 “juga; bertang—;k

gung jawab- “kepada ' Tuhan. .

Yang Maha Esa (pen3e1asan~;""
1eb1h”

unum angka 6) Dan;

‘syari'at .’

Itulah maka - nmn—~‘;'
pak di 'Indonesia’ ini bah-
S wa s setlap Tap MPR atau Un
dang-Undang selalu dida-

‘dilakukan =
DEMI KEADILAN: BERDASARKAN”f_'

'KETUHANAN ' YANG MAHA ESA", &
- Dalam penjelasan: undang—*ﬁj*“
ditegas- - "
‘tidak: o

Denganxnanperhatlkanjf_‘“ f‘5«1.
di-atas,.

diri oo
rak-

ST L R




'-undangan agrar1 L

jauh lagl d1tegaskan ber—_

. dasarkan yurlspruden51, bah
wa "setlap bentuk" surat pu—‘
selalu”
‘dimulai dengan DEMI KEADIL—f
AN BERDASARKAN. | KETUHANAN;f
tidak
d1penuh1 syarat 1n1, putus—,th‘
‘' sa termasuk kekayaan
'fd1 dalamnya, adalah meru—«

tusan hak1m harus

" -YANG: MAHA ESA," b11a

an: tersebut harus. dlnyata—

Nkan batal dengan: send1r1nya'_
‘menurut ‘hukum (Abdullah Sa-ﬁ’yf &
' ‘ <00 bagi- segenap bangsa

1977 ;,91)"

“,nl,,’

~‘ 1am masalah hukmn
Sdi negara Repub11k

butnya "azas. dome1n
d1pergunakan sebaga1
~dari’ peraturan

- Pemerlntah

i JaJahan sebaga1mana
. pat dalam. "Agrarlsche
~ stbl. 1870 55,

Menurut 'azas

lain tidak dapat
kan bahwa tanah itu .

‘negara (m111k negara). Azas

., domein tersebut dlcabut dan.-..
e “dlgant1 dengan suatu L

 ‘fad11 dan maknur

- grarla;:fﬁ' :
‘Indone- -
'sia 1n1,Aya1tu dengan dlca—‘

dasar Li.
. perundang-
_'suatu tatanan. kehldupan di

terda—f;
wet " ."

dmneih""l
bahwa sanuaHtanah,yang orang -

‘ tanah
. eigenddnnya, adalah domein

azas =

fyang menyatakan bahwa “Bu—*j S
mi,:air dan: ruang ey
,tennasuk kekayaan alan'yang‘ff""”
‘“terkandung di dalannya di-
mkuasal oleh Negara
L"‘/rut ‘azas ini Negara bukan, o

Nhnu—[

f'LKarena ‘seluruh’
bunl, a1r dan ruang angka—§*
‘alam

nas1onal
Indo-!
nesia’ Negara sebaga1 ;or
ganisasi’ kekuasaan'“”'
ruh- rakyat bertlndak sela-

pakan’ kekayaa

,gatur pe;sedlaan,; perun—
xtukan dan penggunaan ! selu-
ruh’ kekayaan tersebut bag1
kepentlngan segenap Vbd

’Iv UUPA BUKAN PR]DUK PKI

run waktu orde lama Ya1tu~

‘mana Pancasila dan. m,fUUD,:

pada

‘ Oleh karena itu ° ‘ada:
senentaraworang‘yang selg—
'1u menghubungkan bahwa se-

-

angkasa‘“ i

% Tahun 1960 merupakanit* 
:ftahun termasuk kepada ku-

1945 tidak. dilaksanakan se

i cara, murni dan konsekwen. -
..'Sementara orang menghubung
kan tahun dan masa itu de-
- membukti-. . ~ngan-masa persiapan mele—‘
.-tusnya G 30 S/PKI
~tanggal 30 Septanber 1965.



‘dangan” yang d1buat pada masa.
Srituy adalah produk perundang
“undangan’ vang dibuat . ~oleh’

" PBKI atau selalu berjlwa ko—»_

';munls Atheis.- Anggapan ‘demi -
- kian juga termasuk kepada
- UUPA, Seperti. yang pernah d1
~:kenukakan oleh Daryono, S.H.,

- (Dir jen. Agrarla waktu' 1tudm1’
’A]kenudlan menJad1 SekJen Dep—'
. dagri), bahwa di antara: hmn—:‘

- batan’ pelaksanaan UUPA yang

? f:pallng parah ialah- hanbatan }
v politis p51kologls yang mu-.

dai’ berkanbang seJak perlode

. 1960-1965, yaitu UUPA- dika-

. takan’ produk PKI, Hmmbatan

. ini sampai sekarang masih te
"’rasa baik’ dlkenukakan seca--

-~ ra sengaja atau tidak . (Sk
o Kanpas 23 September 1980).

] Dalan se jarah politlk
odic Indones1a banyak yang me-

"' 'nilai bahwa tahun 1960 meru-
». . . pakan tahun di mana PKI. mu-w“
‘W.Vﬂlal berkanbang yang berakhlr
. dengan timbulnya kudeta PKI
- 'pada’ tahun 1965, Namun sebe- .
.. narnya. walaupun UUPA dlnya—‘
" takan berlaku pada ' tanggal.
: 24 September 1960, penllalan :
e nnter1 dan lea suatu undang
‘,undang tidak hanya dapat d1—,

" lihat dari kapan undang -un-

‘ef}?dang itu disahkan’ dan d1ber—
_ilakukan Tapi lebih dar1 itu,
'yaltu harus’ dllihat bagal-‘

‘mana, kapan, dan oleh 51apa

"f_naskah rancangan - undang un=
e’dang itu’disusun, Artlnya ha
‘rus dilihat pe*Jalanan seja- .

eétlap produk 'perundahg'Un—' - rah terbentuknYa UAdéné;

TR aded B A e

undang 1tu'

Kalau d1te1usur1 se-,

' ]arah terbentuknya 'UUPA, f'"”"'
»‘maka kita dapat: mellhat Ry
dengan jeas balwa - UUPA;\jff

tersebut bukan merupakan5~fxﬁ

produk PKI, karena ‘ran- "

‘cangan naskah' undang un—ef“

dang itu-sudah disusun ja.
uh sebelun tahun 1960.

Usaha~usaha untuktneff\jgfgfe'
nyusun dasar-dasar, hukum e
‘agraria nasional sudah d1"" '
"ﬁ‘r1ntls se jak tahun. 1948,

Dunulal dengan d1bentuk— e
nya Panltlya Jogya, yaltua,ffu"
- 'panitiya agraria yang begf‘ria
kedudukan di Ibukota Re-. =

pub11k Indonesia Jogya— '
‘karta. Pan1t1ya ‘ini di-:

' “bentuk berdasarkan  Pene- .
~ tapan Pre51den ‘tanggal 21
“Mei 1948, d1ketua1 ‘oleh

Sar1m1n ReksodlharJo (Ke—_

pala Bagian Agraria: Ke—“""
”,nenterlan Dalam : Neger1)
Panitia tersebut berang—f“

gotakan peJabat pe jabat

f dari berbagai. Kenenterlane7 g
 dan: anggota anggota Badan .. -

"Peker ja KNIP yang mewa—Q
“kiliv organlsa51 tan1 ~dan"’
. daerah, ahli hukum adat,
~dan waklldwak11 dari - Se-

rikat Buruh Perkehunan_“e‘f¢&‘

Pada tahun 1951 Pa-

. n1t1ya tersebut ' “diganti
dengan Panitya Agraria‘ ;  :
" Jakarta berdasarkan Kepu- =
'\tusan Presiden tanggal 11




| whret'1951
ga d1ketua1 oleh-

wakil dari organlsa51 tani. =
dlang—ff
kat SadJarwo ‘Tahun- 1956 Paf3a3-
nltya Agrarla Jakarta digan «

' Negara .
dlketual " .nyetujui rancangan.
oleh Suwahyo Smmodllogo berx_ but. Kemudlan dlsetuJul‘o—
L dasarkan Keppres No Sl Ta=ni

B hun 1956 tanggal ‘14 JanuarL

- 1956. ‘Dalam. tahun 1957 pa—;

berha511>

Sebagai, wakil ketua

tit dengan Panltya
‘ Urusan Agrarla,

nitya’ ini- telah
;nenyelesalkan tugasnya be
" rupa naskah rancangan
‘dang undang Pokok Agrarla.

‘ Berhubung dengan tela
k‘selesalnya tugas
’tersebut, maka Pani ya Su—

,wahyo d1bubarkan berdasar—gﬂ
“tahun
1958, Hasil rumusan’ panltyaaf'
fv'Suwahyo kanudlan
A oleh anter1 Agrarxa ‘Soe- ;" -
naryo. kepada Dewan anterlj”
pada tanggal’ 14 Maret 1958,
dlSEtUJUl;’
pada tanggal 1 April 1958,
, tersebut'fﬁ
- dlaJukan kepada DPR: dengan" v

wk“usaha bertahun tahun bang—f\;
tang—,jj“ :

~kan' Keppres No.,97

dan rumusan 1n1
eremudlan rmnusana?

amanat Pre51den pada

. gal 24 April. 1958. Sampal

-~ dengan Dekrlt ‘Presiden 5:Ju
‘11 1959 yang memberlakukan )
fkanball ‘UUD: 1945, rancangan. - vy

tersebut; belum,menjadl Un-
. ~dang- Undang :Maka.

Panltlya 1n1 Ju*
Sarlmlni
Reksodlharjo yang beranggo—}
takan’ peJabat—peJabat dari-
berbagai’ kementerlan la»dan iﬁ?lengkap, maka rancangan,UU
. PA yang baru oleh Menterl
~nggrar1a Sadjarwo :

’;dltarlk kemballf

. eﬁgan UUD 1945 dalmn ben—
'*;tuk yang . 1eb1h sempurnadml

qleh Kabinet. Pleno dalam si

51960 yang kanudlan dengan .

iAgustus 1960, rancangantef"

Pan1tya1 nya‘setelah melalulr?j

4;rancangapﬁtersebut:kaﬁudi4 e
~.an disetujui oleh DPRGRdan - -
g ; d1sahkan -oleh:
dlajukan‘;
“hari Sabtu’ tanggal 24 Sep—,
- tember 1960 Dengak“ :
" hat seJarah 51ngkat/_ﬁ
" tersebut;
”fbahwa UUPA bukan
“PKI. Tapi- ha511

- 1948,

“kemudian -
v rancangan Soenaryo yang ma-:.. .

\‘ffASlh memakal dasar UUDS 1950/ nal sebaga1 produk

Setelah dlsesuaikan

u11 1960 Kablnet Int1 me-
terse

'dangnya tanggal 1 Agustus

ananat Pre51den tanggal BNy

icaraan dalam DPRGR, maka'

“Presiden .
men jadi undang undang pada

makae

?'produkvf L"
kerlngatg;V

sa Indones1a seJak

DASAR HUKUM AGRARIA NA—a~M ‘
SIONAL ADALAH EKHQMAADKFCl;.@

v Hukum agrarla na51o-'
o hukun»




‘W,liiALﬁ,kvc.;%j T

f‘”; sa1/5 UUPA; dan art1 darlpa—];v

_ adalah hukum adat. Oleh "ka-

| No.l5/1v/1988 .

7bangsa Indone51a berorlenta—f
j51 kepada kepentlngan bangsa"
Indone51a dan berp1Jak dari
landasan hukum - yang h1dup di
_buni Indonesia.’ Menturut | ‘pa-

_Pada dasarnyaf pan1- ;f”‘
_‘11k mutlak segala sesuatu;f7

~ "rena itu'sifat’ hukwn agrarlaA:{ bum1, langlt beserta se-
L ‘nasional tidak- lepas dari - s1 :}_ga1anya 151nya,‘ftennasuk
fat yang: d1punya1 oleh hukwnp‘\fklta sekallan, ‘a SNERe
adat itu sendiri.. '~ " _Allah SWT, Tuhan Yang. Ma- Lo Al

da" Hukwn Agrarla 4 Na51ona17’

" Menurut F.D. Holleman ' ha Esa, Dialah_ penc1pta;3 o
(Bushar Muhammad, 1976 . 52)  yang mengadakan ‘dan Dia-
sifat -hukum adat bangsa In-  lah pemilik mutlaknya(Ll—‘
don951a ada empat, ‘'yaituire- -~ hat Qur'an S: II, ayat
11glmnagls, ‘komun, kontan dan ‘284, S.V. 17, S. XVII 1111
kongkrlt (v1su11) ‘ﬁ;;;vﬂ‘ m‘~'S VLII 49) : v
' Oleh karena itu  maka - Kemudlan Pem111k Mu—‘

hukwn agraria: na51ona1 ~yang “j)tlak tersebut Hmeerlkan
tertuang dalam UUPA Juga ‘mem . -.atau mengkarunlakan sega—‘ 
‘punyai sifat religio magis. =~ la apa yang ada - di alam =
Artinya memandang sesuatu ti J"1n1 untuk kepentlngan ma-

 ” dak hanya .sebagai- benda ma- nusia..Dan. dltunJukkan ma
teri saja, tapi lebih" darl];,wnu51a sebagal Kholofah ‘

“Vgltu, yaitu- memandang " adanya - dan pengelola alam < 1n1' o
'sesuatu kekuatan yang ber51-j§{¢(11hathur an S, LI ayat -

o fat magis (galb) re11g1us pa 29,730, 5. LVIIf 7{;$LXXIVg”

U da benda-benda tersebut. Ar—fvﬂk33)

tlnya pada benda 1tu ada un- i
sur- kerohanlannya yang dlhu—g,
bungkan dengan un'sur-unsur.
'kepercayaan kepada Tuhan'%xg_

: Pandangan sepertlapa

>yang tersebut: d1 atas - ju-.
ga. Lerdapat dalmn UUPA ba o,
“ik dalam bag1a1 kons1de— Wl

tha Esa. [,,,f : v ;c ren pabal pasalnyaA‘ dan i
Pandangan dan1k1an ber- p.peraturan pelaksanaannya.\f
: laku ‘untuk' semua benda, baik =~ - Di:. sana. dltegaskan +bahwa
yang bergerak ataupun benda“»V,buml,valr, ruang . angkasa L
tetap, tennasuk tanah BRI “tennasuk segala kekayaan .. U
. NIRRT . yang terkandung di dalam- = . 5
nya. merupakan karunla Tu~ = g i

“han Yang Maha Esa ‘ 'f~fg;_"5'f?1
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produk perundang undangandl.,:“,v s ar 19 45

, ,negara Indonesxa,; 5
o Pancas11a merupakan krlsa‘::..
,ta115a51 dar1 n11a1 nilai’

‘ Dalam konsideran,j_ )
gian "Memmbang pada . huruf
a, disebutkan beeee bahwa"
di dalam negara - Republlk" 1dan cita- c1ta yang d1m111-
Indonesm yang " susunan’ ke—',,_ ;‘k1 oleh segenap bangsa In-
hidupan rakyatnya, ‘termasuk .

‘ perekonomiannya, terutamal
masih bercorak agrar1s, bu-
mi, air dan ruang . angkasa
. sebagai karunia Tuhan Yang ‘Republlk Indone51
,U‘Maha -Esa. mempunyai fungSI . maka“ berdasarkan Tap MPR
: yang amat penting..ﬁ,_j 8 ““No. XX/MPRS/1966 yo No. v/
. Dalam pasal 1 ayat z - MPR1973 yo No. IX/MPR/1978 ,
- d1sebutkan "...Seluruh . bu- ‘disebutkan bahwa - sumber
mi, air dan ruang angkasa ' -dari segala sumber - hukum -
termasuk kekayaan alam yang‘ i Indones1a adalah Panca-
terkandung di- dalamnya ‘da- : : DL
lam w11ayah Republlk Indo
:nesia, sebaga1 karuma Tu-
- han: Yang Maha. Esa : ‘adalahi

" bumi ,- a1r dan ruang f,;angkasa‘:_
bangsa Indonesia dan . r’neru—iu
L 'pakan kekayaan nas1onal

setlap produk
undangan ‘yang d1buat‘ ;
egara. Indones1awharus me-
-Wujudkan pen jelasan’ ‘Panca-
“sila tersebut, Maéalah} i't'u

Pasal 5 UUPA mnye_l”‘..}‘{:‘ nampaknya sudah dlsadarl
' butkan ", . .bahwa hukum agra - oleh pembuat ‘undang- undang
.ria yang berlaku ‘atas bumi; mengenai hukum agrarla ‘na-

‘air dan ruang angkasa ialah "I,smnal yang ’tertuang dalam
'hukum adat, sepanJang t1dak' i
bertentangan dengan kepen—-'

Da\lamf kon51deran -_ba- '

tingan'nasional dan = ‘Nega- ' glan‘ "Berpendapat" huruf cy
. ra... segala ’sesuatu dengan . disebutkan, batwa " hukunm
.,/mengindahkan "’ unsur- unsuri; . agraria nas1ona1 itu harus
' yang. bersandar pada agama ffmewujudkan pen jelasan dari

Maha
Kex

" pada Ketuhanan Yang

.
VII. HUKUM AGRARIA NASIONAL‘}"-' sa, Pfikemanusiaan,

S 1 PEN- ‘ bangsaan, Kerakyatan, idan’oe
IJMRU I\‘EPWU mQIuLAl Kead11an sosial, sebaga1
‘ H"“S“N ANCAS - azas kerokhanlan Negara :

P l k B _} ~dan Clta c1ta bangsa se- .
#0a ancasila merupakan- . perti’yang tercantum:dalam"
- landasan 1di1l ‘bagi seluruh) | Pembukaan Undang Undang Da

N jr




da~:

rSecara redaks1ona1
_dak disebutkan *Pancasila’

- rincian sila- sila
fte;sebpt Sebetulnya

-pada.. tanggal 120
31960 tldak terdapat
sebutan "Pancas11a =

......

11ma sila“ dasar negara itun

akan’ dlsebut secara resmi ‘di

dalam suatu undang- undang de f;

ngan namav"Panca511a

: Reallsa51 o
3Panca511a yang:: 1eb1h
.rinci dalam ‘UUPA, dapat kit
‘lihat antaralain -'S11a Pe
~tama’ dalmn pasal. 1, 5, 14

ERR

Pertanlan

‘lam konsideran UUPA itu ' ti- - ‘selain da
| V_WQIan pasal—pasal d1\“”
me1a1nkan dlsebutkan seluruhv:' dapat klta Jumpal

Panca511a*

‘kah'baru yang dlaJukanf olehﬁm
Lanterl SadJarwo kepada DPRGR

pi dlsebutkan r1nc1annya Se—f
: hlngga andaikata tidak ter- '
Jadl perubahan tersebut, ma—f~\f
';fs1fat re11gous dari keten
 tuan UUPA ialah bahwa(lEA
i memperhat1kan dan mengu- "
‘kur tanah untuk: keperluankV

‘ /perlbadatan dan keperluan S
penJelmaan;ﬁkﬁSUC1 lalnnya. Xf,p<~ CE
terpe—f' ;

;bahwa Hukmn agrarlan na-Mf‘F“
“sional harus nenglndahkan;“
.];unsur unsur yang bersan“
Slla_&afdar pada agama, maka da
~lam pasal 14 ayat 1 dise

_dan 49. Slla Kedua dalam pa—“”

but kan .'!‘ . ".
lam’ rangka 5031a115me In—
,done51a membuat . suatu’ renﬁ
' cana: unum mengenai perse—Q,
‘Jdlaan, peruntukan A;v dan- .o
‘penggunaan bumi, air, dan .

Lruang. angkasa vl [P
: ~kekayaan alam: yang & ter=' i
Tanah e

sal- 9, %13,

_ket1ga dalan pasal 5 9,_ ,
‘dan 21, Sila keempat ,dalmn;g
paéélflSj?UU’Nb;"ZO“_pgTahun,,”

:;961 tentang Pencabutan Hak—ﬁf:
hak Atas. Tanah, - PMDN No.‘ 15:.%
Tahun: 1975 tentang Tata Cara!ﬁ

'{Penbebasan Tanah. Sila’  Ke-
“lima 6,712,13

.de 56 Tahun 1960 ten -
tang Penetapan Luas j

- ’a..Untuk keperluan negara,
by Untuk kgperluan

“ . No. 15/1V/1988””“““”"*”'

e DATAN DAN TANAH WA-

Aspékjlalhyyéﬁg‘berA,ﬂlFxf'

SeJalan ‘apa’ yang d1—,5}f' v
ebutkan dalam pasal 5 .

Panerlntah dag

termasuk’ ..
kandung di dalmnnya,ﬂﬁru~““

per-
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‘ibadatanwdan‘keperiuan
lainnya sesuai,dgngapkc,
'lTuhanan Yang“tha,Esa:f

,Pasal 49 selengkapnya, ber-
‘bunyl, (1).:

dang. keaganaan ‘dan’

" ‘'dan- usahanya dalan1 ¥e

keagamaan dan’ 5051a1 (2)*‘
Untuk: keperluan perlbadatan
., -dan’ keperluan suci’

11ndung1 dan dlatur
peraturan panerlntah

"hllangkan keragu—raguan dan
kesangsian, maka pasal ini
“memberi. ketegasan bahwa so-
-al-soal yang.

"_perluan suci lainnya
hukum agrarla yang baru akan

mendapat t perhatian
galmana mestlnya.

o Dlaturnya \ perwakafan.w,
,dalam ‘hukun agraria nasio-

gqnal ‘ini berkaltan

'kan égrarla na51ona1
“lah hukum adat (pasal 5).:
fPadahal lembaga wakaf yangf
. 'pada: dasarnya . berasal dari -
}hukwn Islam telah

Trima; (gerec1p1eerd)
~ 'hitkum adat di -
S ini (Ter Haaf'

Pasal 5 dan pasa1n14§}»'
d1pertegas lagl dengan, pa—;;
- sal 49 yang sekallgus me-:
nyebutkan penwakafan tanah b

‘Hak milik tanah " .~
- badan- badan keagamaan dan_
5051a1 sepanjang d1perguna—'y¢
‘/,kan untuk usaha: dalmn bi=
5051a1J e
d1aku1 dan d111ndung1 Ba-;}f]
“FNo 28 Tahun- 1977
fPerNakllan Tanah M111k ‘
\Yang kanudlan dlsusul oleh‘ﬁ L

i.;sanakan pasal 49 ayat 3 me
. ngenai- penwakafan'
~milik, maka keluarlah Per
'aturan pelaksanaannya “ya-

,2 nya mlsalnya
Menteri Dalam Négeri]NoL~6
\Tahun 1977 tentang
fPendaftaran Tanah
. nai: Perwakafan Tanah  Mi-
o liky Peraturan e
*Agama No.
\1;tentang Pelaksanaan PP’ No.
.~ 28:Tahun" 1977
‘Bersama’ Menterl Dalam ‘Ne-
:ﬁger1 dan’ Menter1**

o 1a1nnyaf}}
fdapat ‘diberikan’ tanah yangjﬁ
“‘dikuasai langsung oleh Ne-"

gara_ dengan hak: pasal (3).
" Perwakafan tanah-milik di-
dengan*w‘

_ PenJelasan pasal 49 me““
nyebutkan bahwa untuk meng—;

‘ffPP No.
'v jberbaga1 peraturan S
_bersangkutan - 4nya. &
dengan perlbadatan dan = ke-  v,“

dalam

dengan -

TINOTL I ALV AT QORI

,ada

terte—f
“dalam’
- Nusantara:
1960 136)

A Kemudlan untuk mela

tanahf

Pemerintah

itu; Peraturan s
tentang-‘f

berbagal peraturan ok 1a1n—”ﬂ
Peraturan‘

Tatafw
ange—}

Menteri
1 Tahun- = 1978 '

Instruksx{

Aganam'
tentang;af

28 tahun 1977 “dan’

1a1ne:¢g.j

1 Tahun 1978

Baga1mana peranan dan;

e,wkedudukan wakaf dalam ka-ﬂfiﬁ
:ﬁltannya dengan pengembang—wf,
,,seba—‘-

an’ kehldupan keagamaan da-

“:lam konsideran PP .No.: 28‘ 

Tahun 1977 .antara lain d1~~

- sebutkan; bahwa' wakaf ada-
‘lah suatu. lembaga keagama-
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v”"kstslan

RN Pada pasal 1 PP No -
';'Tahun 1977 dxsebutkan, bahwa

"ajfpentlngan perlbadatan dan ke
‘. pentingan umum 1a1nnya’? se~

W lsuai dengan aJaran agana IS—  o

b'“lan

o Dan kanudlan d1
\.ylaln dalam penJelasan PP-No.:
5228 Tahun 1977 dlsebutkan bah

\

"fklt pelaksanaan tugas keagra-

Tiaan adalah perwakafan ta-

.‘Gi nah milik" (penJelasan
" angka I) e

L ;:Ixy. PE N 'u f'T‘U- P

"‘ffaran pasal -pasal, ‘penjelasan

‘;t»;ldan peraturan pelaksanaannya,
betul betul sangat menperha— &

‘tikan masalah—masalah yang

,‘V*Yang Maha Esa;’ yang ‘merupa-
iikant 511a pertmna ~Pancasila’

;bahwa UUPA bukan -
- PKI. Walaupun UUPA-  di-
;fnyatakan mulai berlaku pa . .
~da masa PKI tumbuh ‘ber-. .
'kanbang di. Indone51a, na--. ..
‘mun’ naskah' rancangan UUPA "
B telah dlousun Jauh
. tujuan wakaf adalah untuk ke T

an yang dapat dlgunakan'iSe—“'
baga1 ‘'salah satu sarana -guna:
,,nengembangkan kehldupanj/ker'
f}agamaan,‘khususnya bag;9ﬁnafﬂ

baglan

f,dang tersebut
L juga dengan
73~UUPA Sl

el Dar1 uralan 51ngkat d1 ”j
“fatas kita ‘dapat- melihat bah_a.“
ija UUPA" balk dalam . kon51de—¥

;ibérhubungan dengan keh1dupan jv~5a
&_keagmnaan sebagai’ manlfesta—v‘ﬁ
“si pengakuan terhadap Tuhan»a'

.produkfs"

Namun akhlrnya,f ba—

, agga1manapun baik dan: 1ndah(lff“'

' nya untaian kata. dalmn PN
 text undang- undang, " dan"\_ !

‘r;fbagalmanapun ba1knya fal-iﬂ]f

. - safah yang’ terkandung ‘di

. ma.salah satu masalah di- b1—**”

. jdalamnya, untuk- terlaksa%\
~ dang keagamaan ‘yang. menyang-'

‘j}nanya ‘undang- undang = ter-
. .sebut dengan’ baik,

" akan banyak. tergantung da
unmn‘\~

ri: kemauan manu51anya un-~
tuk mentaati undang un-
‘Demikian

Demlklanlah uralan

'51ngkat ini semoga’ adafg““
‘manfaatnya bagi klta se=
 kalian terutama dalamrang = -
ka’ melaksanakan UUPA ter- s
‘jsebut : G T

’Serang, 23.September 1988|7fa}‘

ijjj Penulls,

dan: menylnarl 511a 511a’ 1a—=,,”'

fﬁlnnya N ‘,/ ,‘q~ S

Dan darl uralan 1tu k1—'a

 ta dapat menarlk ke51mpu1an

' Drs.H.SUPARMAN USMAN,S.H,

sebe—,ﬁg)
‘lum masa- 1tu, yaltu seJakla S
fptahun 1948 I

tetap

pelak;apaanf; H"‘jf;"
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